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PUTUSAN
Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.Sgta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XxXxxxx,
tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx RT.02 No. 04 Desa Marga
Mulya, XXXXXXXXK XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, sebagali
Pemohon;
melawan
TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
XXXXXXXXX, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx RT.02 No. 04
Desa Marga Mulya, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX
XXXXX, Sekarang XxxxX XXXXXXxxx tempat kediamannya di
wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
06 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sangatta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
527/Pdt.G/2020/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada
tanggal 24 April 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Bengalon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
: 072/12/1V/2015, tanggal 24 April 2015 ;

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di Marga
Mulya sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai
keturunan;

4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan
harmonis namun sejak Pertengahan 2015 ketentraman rumah tangga
pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang
disebabkan Termohon meninggalkan rumah tanpa pamit pada tahun
2015 saat Pemohon sedang dikebun dan tidak ada kabarnya lagi sampai
sekarang;

5. Bahwa puncak perselisinan dan pertengkaran pemohon dan termohon
terjadi pada Pertengahan 2015, yang disebabkan Termohon pergi
meninggalkan nrumah tanpa pamit kepada Pemohon dan Xxxxxx
XXXXXXXXX keberadaanya sampai sekarang sejak saat itu antara
Pemohon dan Termohon telah pisah rumabh;

6. Bahwa,pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain
menanyakan termohon kepada kepada teman-teman dekat termohon,
namun tidak ada yang mengetahui keberadaan pemohon;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon
dengan termohon namun tidak berhasil,

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon
dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan
terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara

pemohon dengan termohon;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR
1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;
SUBSIDAIR
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya
Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bengalon, Nomor
072/12/1V/2015 Tanggal 24 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi
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meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P,;
2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR, di

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeg;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan
kediaman bersama hingga sekarang xxxxx xxxxxxxxx keberadaannya;

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun
2015 atau 6 tahun yang lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah
memberi kabar keberadaanya hingga sekarang;

- Bahwa pernah Pemohon pernah mencari Termohon , namun tidak
berhasil di temukan;

Saksi 2, SAKSI 2, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR, di bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
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- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeg;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan
kediaman bersama hingga sekarang xxxxx xxxxxxxxx keberadaannya;

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun
2015 atau 6 tahun yang lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah
memberi kabar keberadaanya hingga sekarang;

- Bahwa pernah Pemohon pernah mencari Termohon , namun tidak
berhasil di temukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjuthnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut
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Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum
dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah
perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama
berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Xxxxx Xxxxxxxxxnya tempat tinggal
Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut oleh juru sita sebanyak dua kali melalui media masa
Radiogram, baik melalui Siaran Radio Gema Wana Prima XXXXXXXXX XXXXX
XXXXX maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama
Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah
berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan
rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu
harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan
karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon
terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus
(bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak

sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);
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Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan
mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam
perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan
alasan bahwa Termohon xxxxx Xxxxxxxxx lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di
persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal
Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak
keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan,
mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat
permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan
permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini
merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu
kebohongan besar (de groten langen);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah
termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang
perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan
untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka
sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/032/SK/I1V/2006
tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Akta 1l Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis
berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat
mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan menghadirkan 2
(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P. yang diajukan

Pemohon bermaterai cukup (nazgelen), sehingga majelis hakim menilai alat
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bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat
(1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan
Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang
Dikenakan Bea Materai dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat tertulis bertanda P. Adalah akta otentik
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya
pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285
Rbg;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah
terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang
saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua
orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan
pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan,
serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan
lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai
ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi
serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan
dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan
Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-
fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor 072/12/IV/2015, Tanggal 24 April 2015
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dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah  Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bengalon, XXXXXXXXX XXXXX XxxXxXxx dan dari pernikahan
tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak
harmonis karena Termohon sudah meninggalkan kediaman bersama
sejak tahun 2015 hingga sekarang xxxxx Xxxxxxxxx lagi keberadaannya;
- Bahwa Termohon telah nyata pergi meninggalkan Pemohon tanpa
kabar dan xxxxx xxxxxxxxx lagi keberadaannya hingga sekarang,
meskipun telah berusaha mencaritahu, namun usaha tersebut tidak
membuahkan hasil;

- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap
bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam petitum surat
permohonannya adalah menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun
1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu
peceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah
satu pihak meninggalkan pihak lain selam 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa
izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai
talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya alasan pihak dalam hal ini (Termohon) telah meninggalkan

pihak lain (Pemohon) selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut
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tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di
luar kemampuannya;

2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suamifistri tapi tidak
berhasil;

Muenimbang, bahwa unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi
dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon
dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu
perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang
diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena Termohon
telah meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun, ternyata
bersesuaian dengan dalil surat gugatan penggugat poin 5, maka Majelis
Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan Termohon
meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut,
dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon selalu menunjukkan sikap dan
tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan
rumah tangganya meskipun Majelis Hakim dan para saksi telah berusaha
memberi nasehat agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak
berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat
ditarik suatu kesimpulan bahwa dipandang telah memenuhi unsur-unsur
terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan
seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat simpulkan juga
sebagai rumah tangga yang pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan “dalam hal
perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan
terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah

meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu
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sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (vide Yurisprudensi
Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:
237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa
sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan
tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak
berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya,
dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan
alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsagon
gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana
dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun
dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka
tujuan pernikahan tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah
tersebut, maka keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah
cukup beralasan dan telah terbukti pula bahwa termohon tidak dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti
Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu
rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mabhligai perkawinan sudah
tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi
antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang
lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang
dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam

karyanya Al-Bada'i al-Shana’i Fi Tartib al-Syara'i jilid lll halaman 112:
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Artinya:  "Disyariatkannya  talak/  perceraian  adalah  demi

kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan
dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumahtangga,
maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu
mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam
bukunya Maday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalaq Fi al-Syari’ah al-Islamiyyah,
halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai
berikut:

giis 32 o) o ozl 8Ll s u> S| pllai pMwl s ] 235
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Artinya : “Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga
sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),
sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri
dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang
bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam
permohonan dan di setiap agenda persidangan Pemohon menyatakan sudah
tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dalam suatu ikatan
perkawinan, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Pemohon
sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan
Termohon. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa
betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya,
hanya akan menimbulkan kemudaratan dalam rumah tangganya. Sesuai
dengan pernyataan lbnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabig dalam
karyanya Figh Al- Sunnah Juz Il Halaman 244 yang diambil alih menjadi

pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:
owlrall cuagiig (OMN sl) guillg juid] 5l Login gozdl (W9 2gizl LdS..
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Artinya : "Jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipaksakan
untuk tetap kumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah
tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga
rumah tangganya akan berubah menjadi suram”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu
kaidah hukum yang berbunyi “bahwa bilamana antara suami istri telah
terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya
perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim
merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
secara yuridis permohonan Pemohon yang memohon perceraian dengan
Termohon dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19
huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116
huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah
memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak
dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah panggil secara resmi dan patut
untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.1.232.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu
rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Lugman Hariyadi, S.H
sebagai Ketua Majelis, Achmad Fachrudin, S.H.l dan Muhammad Yusuf,
S.H.l, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mardiyana, S.H.I
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Achmad Fachrudin, S.H.I Lugman Hariyadi, S.H

Muhammad Yusuf, S.H.I
Panitera Pengganti,
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Mardiyana, S.H.l

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00
ATK Perkara :Rp 50.000,00
Panggilan :Rp 1.110.000,00

- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 12.000.,00
Jumlah :Rp 1.232.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
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